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Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 118/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/ PMK.06/2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang
Kelas I.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang
Kelas II.

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsif
Mengenali Pengguna Jasa Balai Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai

Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENTERI

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 476/KMK/I1/7/1972 tentang Tata Cara
Penerimaan Dan Pertanggungjawaban Hasil Pelelangan Dan Pungutan-
Pungutan Oleh Kantor Lelang Negara dan Kantor Lelang Kelas I1.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 376/KMK.09/1995 tentang Pemblokiran
Dan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin
Hutang Yang Tersimpan Pada Bank Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 47/KMK.10/1996 tentang Balai Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Petunjuk

Pejabat Lelang.
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Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 47/KMK.10/1996 tentang Balai
Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 509/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai
Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 504/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 334/KMK.01/2000 tentang
Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Dibidang Pengurusan Piutang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai
Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 450/KMK 01/2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 304/KMK.01/2002 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

SURAT EDARAN

Surat Edaran Kepala BUPLN RI Nomor SE-21/PN/1998 Tanggal 13 Juli 1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
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dengan Tanah.

Surat Edaran Kepala BUPLN RI Nomor SE-23/PN/2000 Tanggal 13 Juli 1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
dengan Tanah.

Surat Edaran Kepala BUPLN RI Nomor 19/PN/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan
selanjutnya pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan mengacu pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL

Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor KEP-25/PL/2002
tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Nomor 06/KN/2013

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
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